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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

. a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030,
peruntukan ruang untuk fungsi lindung terutama daerah
resapan wilayah harus dikelola secara bijaksana, berdaya
guna dan berhasil sehingga kualitas Ruang Wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjaga
keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang;

bahwa dalam mempertahankan Kota Administrasi Jakarta
Selatan sebagai daerah resapan air sesuai Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
serta untuk  melakukan  pengendalian  kegiatan
pembangunan agar sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya perlu dibentuk Tim Monitoring dan
Pengendalian Pembangunan Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Selatan Tahun 2023;

c. bahwa...



Mengingat

S

2

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Monitoring
dan  Pengendalian Pembangunan  Wilayah  Kota
Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744},

5. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841});

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Daerah lbukota Jakarta
Nomor 4);

12. Peraturan...
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Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 30);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016
Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
2007);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2022 Nomor 301);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2021 Nomor 203);

Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2006 tentang
Pelayanan Penerbitan Perizinan Bangunan (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006
Nomor 88);

Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang
Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan
Bangunan Gedung (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 140);

18 Peraturan..
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Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2013 Nomor 51038) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2014 Nomor 71034,

Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013
Nomor 51039);

Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 61066);

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau
Non Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor
73002);

Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022
Nomor 71023);

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2022 Nomor 62037);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN TENTANG TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN TAHUN 2023.

KESATU...
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KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Pengendalian Pembangunan
Wilayah  Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim adalah sebagai berikut:

a. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap
kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh perorangan
maupun pelaku usaha serta merespon pengaduan dari
masyarakat terkait kegiatan pembangunan sebagaimana
dimaksud;

b. Membahas hasil monitoring dan/atau pengaduan dari
masyarakat terhadap kegiatan pembangunan serta
mengoordinasikan pelaksanaan penertiban di wilayah Kota
Administrasi Jakarta Selatan;

c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan.
KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun
Anggaran 2023,

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggdhl Februari 2023

TSRTP 197108011994031002
Tembusan:
Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
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Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor :e-0012 TAHUN 2023
Tanggal : 1 Februari 2023

TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

PENGARAH

PENANGGUNG JAWAB
KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta
Selatan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

1. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Selatan

2. Kepala Bagian Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi
Jakarta Selatan

1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi
Jakarta Selatan

2. Kepala Suku Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kota Kota
Administrasi Jakarta Selatan

3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Selatan

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Administrasi Jakarta Selatan

5. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota
Administrasi Jakarta Selatan

6. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota
Administrasi Jakarta Selatan

7. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan
Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

8. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Selatan

9. Kepala Suku Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Kota Administrasi
Jakarta Selatan
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Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Administrasi
Jakarta Selatan

Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kepala Suku Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Para Camat Kota Administrasi Jakarta
Selatan

Kepala Bagian Hukum  Setko Kota
Administrasi Jakarta Selatan

Para Kepala Sektor Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Pertanahan Kecamatan Kota
Administrasi Jakarta Selatan.

WALIKOT ‘f__‘: A D MINISTRAST JAKARTA SELATAN




